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Abstract: The development of information and communication technology has also led
to world relations becoming borderless and causing significant social, economic and
cultural changes to take place so quickly. Information Technology is now a double-edged
sword because in addition to contributing to the improvement of human welfare, progress
and civilization, it is also an effective means of acting against the law. Acts against the
law in various modes that use computers and computer networks as tools such as online
prostitution, online gambling, identity fraud, child pornography, extortion, hacking, theft
of intellectual property rights and many other crimes that can harm both materially and
non-materially for its users and can damage the life of the nation and state. With the rise
of information technology crime, it is necessary to examine the Urgency of Legal
Protection for Victims of Crimes in Information Technology Crimes. Research
specifications are normative legal research. Normative legal research is legal research
using secondary data sources. The purpose of this study is to examine the urgency of
cybercriem laws in the legal system in Indonesia. To review the legal protection for
victims of information technology crime in the ITE Law. And to review the regulation of
Information Technology Crimes.

Keywords:Legal Protection, Criminal Acts, Information Technology.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial,
ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi
saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana
efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dengan berbagai modus
yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat seperti prostitusi online,
judi online, penipuan identitas, pornografi anak, pemerasan, peretasan, pencurian hak
kekayaan intelektual dan masih banyak lagi kejahatan yang lain yang dapat merugikan
baik secara materil maupun nonmateril bagi penggunanya dan dapat merusak tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan maraknya tindak pidana kejahatan teknologi
informasi tersebut, maka perlu diteliti mengenai Urgensi Perlindungan Hukum bagi
Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. Spesifikasi penelitian merupakan
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif vyaitu penelitian hukum
mempergunakan sumber data sekunder Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengkaji urgensi undang - undang cybercriem dalam sistem hukum di Indonesia.
Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan teknologi
informasi dalam UU ITE. Dan untuk mengkaji pengaturan Tindak Pidana Kejahatan
Teknologi Informasi.

Kata kunci:Perlindungan Hukum, Tinda Pidana, Teknologi Informasi.
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PENDAHULUAN

Internet menjadi  salah satu
kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini
karena  memang  segalanya Kini
berhubungan dengan internet. Bukan
hanya untuk hiburan, internet juga kini
bisa digunakan menjadi salah satu media
belanja, pembelajaran, pekerjaan dan
banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan
yang semakin kompleks dan internet
mempermudah semua hal itu, maka
internet menjadi kebutuhan manusia yang
tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk
mendapatkan internet, saat ini merupakan
hal yang sangat mudah. Ini berbeda
dengan beberapa tahun lalu, dimana
internet masih menjadi barang langkah
dan juga masih sangat mahal. Saat ini, ada
banyak pilihan pengguna internet untuk
menggunakan jasa provider khususnya
untuk internet dari smartphone yang

digunakan.

Internet atau interconnection networking
merupakan  media  penting  dalam
kehidupan sehari-hari dan memberikan
banyak manfaat khususnya dalam
penyampaian informasi. Manfaat
tersebut menjadikan internet sebagai

media yang menghubungkan manusia di
seluruh belahan dunia untuk berinteraksi
tanpa batas. Menurut Alvin Toffler,
dengan adanya internet itu memunculkan
julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga”.
Maksud dari julukan tersebut adalah
masyarakat dengan hadirnya internet
mengalami perubahan signifikan pada tiga

dimensi kemanusiaan mereka, Vaitu
Perilaku  Manusia  (human action),
Interaksi  antar  Manusia  (human

interaction), dan Hubungan antar Manusia
(human relations).

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum
baru yang dikenal dengan hukum siber
atau hukum telematika. Hukum cyber atau
cyber law, secara internasional digunakan
untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan

dari konvergensi hukum telekomunikasi,
hukum media, dan hukum informatika.
Istilah lain yang juga digunakan adalah
hukum teknologi informasi (law of
information technology) dan hukum dunia
maya (virtual world law).

Pada Masa Awalnya, tindak pidana siber
didefinisikan sebagai kejahatan komputer.

Mengenai  definisi  dari  kejahatan
computer sendiri, sampai sekarang para
sarjana belum sependapat mengenai

pengertian atau definisi dari kejahatan
komputer. Bahkan penggunaan istilah
untuk kejahatan komputer dalam bahasa
Inggris pun masih belum seragam. Namun
para sarjana pada waktu itu, pada
umumnya menggunakan istilah
“computer crime” oleh karena dianggap
lebih luas dan biasa digunakan dalam
hubungan internasional.

Era globalisasi juga menyebabkan makin
canggihnya teknologi informasi sehingga
telah  membawa pengaruh terhadap
munculnya berbagai bentuk kejahatan
yang sifatnya modern yang berdampak
lebih  besar dari pada kejahatan
konvensional, yang bercirikan setidaknya
terdiri dari bebeapa hal, diantaranya
penjahatnya bisa siapa saja (orang umum
berpendidikan maupun orang awam
berpendidikan) dan alat yang digunakan
sederhana saja serta kejahatannya tidak
perlu  menggunakan suatu keahlian.
Kejahatan di bidang teknologi informasi
dapat digolongkan sebagai white collar
crime karena pelaku kejahat tersebut
adalah orang yang menguasai penggunaan
internet beserta aplikasinya atau ahli di
bidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut
sering kali dilakukan secara
transnasionalatau melintasi batas negara
sehingga dua kriteria kejahatan melekat
sekaligus dalam kejatahan teknologi
informasi ini, yaitu white collar crime dan

transnasional crime. Modern di sini
diartikan sebagai kecanggihan  dari
kejahatan tersebut sehingga

pengungkapannya pun melalui sarana
yang canggih pula.
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METODE

1. Jenis Penelitian

pada penelitian ini menggunakan jenis
penelitian ~ normatif  yaitu  sebuah
bentuk/jenis penelitian yang
mengandalkan data dan informasi tentang
hukum, baik bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder maupun bahan hukum
tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan
hukum vyang sifatnya mengikat dan
berkaitan erat dengan masalah-masalah
yang akan diteliti, berupa peraturan
perundang-undangan seperti  Undang-
Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia tahun 1945, Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder vyaitu bahan
hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, yaitu
hasil karya di kalangan hukum yang ada
relevansinya dengan masalah-masalah
yang akan diteliti berupa buku-buku,
pendapat-pendapat para sarjana. Bahan
hukum tersier atau bahan hukum
penunjang Yyaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan
bermakna terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus
hukum, ensiklopedia, majalah, media
massa, internet dan sebagainya.

2. Alat Pengujian Data

Penelitian  ini  dilakukan  dengan
menggunakan suatu penelitian
Kepustakaan (library research). Dalam hal
ini penelitian hukum dilakukan dengan
cara melakukan penelitian terhadap
berbagai sumber bacaan, buku-buku,
berbagai literatur dan juga peraturan
perundang-undangan  yang  berkaitan
dengan teknologi komputer atau digital.
Metode  library  research  adalah
mempelajari sumber-sumber atau bahan-
bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam
penelitian.

3. Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya
dicatat, diedit, dipelajari, kemudian
diambil inti sarinya baik berupa teori, ide,
konsep  maupun  ketentuan-ketentuan
hukum yang terkait. Selanjutnya data
tersebut dikumpulkan dan disusun, serta
dikelompokan sesuai dengan
permasalahan yang diteliti. Pengolahan
data didahului dengan mengadakan
seleksi terhadap data yang sudah
terkumpul, baik bahan data primer,
skunder, dan tersier.

4. Analisis Data

Untuk pengolahan data yang
didapatkan dari penelusuran
kepustakaan, maka hasilpenelitian ini

menggunakan analisa Kkualitatif. Analisa
kualitatif ini pada dasarnya merupakan
pemaparan tentang teori-teori yang
dikemukakan, sehingga dari teori-teori
tersebut dapat ditarik beberapa hal yang
dapat  dijadikan  kesimpulan  dan
pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pengaturan  Hukum
Teknologi Informasi
Sistem hukum nasional pada dasarnya
tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau
norma-norma hukum belaka, tetapi juga
mencakup seluruh lembaga aparatur dan
organisasi, mekanisme dan prosedur
hukum, falsafah dan budaya hukum,
termasuk juga perilaku hukum pemerintah
dan masyarakat. Pembangunan Sistem
Hukum  Nasional diarahkan  untuk
menggantikan hukum-hukum  kolonial
Belanda disamping menciptakan bidang-
bidang hukum baru yang lebih sesuai
sebagai dasar Bangsa Indonesia untuk
membangun.

Berdasarkan pandangan sistemik, Sistem
Hukum Nasional mencakup berbagai sub
bidang-bidang hukum dan berbagai
bentuk hukum yang semuanya bersumber
pada Pancasila.

Terhadap
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2 Pelanggaran dan Kejahatan Hukum
Teknologi Informasi

Ketertiban dan keamanan dalam
masyarakat akan terpelihara bila mana
tiap-tiap anggota masyarakat mentaati
peraturan-peraturan (norma-norma) yang
ada dalam masyarakat itu. Peraturan-
peraturan ini dikeluarkan oleh suatu
badan yang berkuasa dalam masyarakat
yang disebut Pemerintah.

Hukum adalah peraturan-
peraturan yang dibuat oleh badan yang
berwenang yang berisi perintah ataupun
larangan untuk mengatur tingkah laku
manusia guna mencapai  keadilan,
keseimbangan dan keselarasan dalam
hidup. Dengan kata lain untuk mencegah
terjadinya kekacauan dan lain sebagainya
dalam hidup.

Pelanggaran hukum merupakan tindak
pidana  karena  perbuatan  tersebut
tercantum dalam undang-undang,
istilahnya disebut  wetsdelict  (delik
undang - undang ). Dimuat dalam buku I11
KUHP pasal 489 sampai dengan pasal
569. Contoh pencurian (pasal 362
KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP),
perkosaan (pasal 285 KUHP). Sedangkan
Kejahatan hukum tidak dirumuskan dalam
undang-undang menjadi tindak pidana
tetapi orang tetap menyadari perbuatan
tersebut adalah kejahatan dan patut
dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict
(delik hukum). Dimuat didalam buku II
KUHP pasal 104 sampai dengan pasal
488. Contoh mabuk ditempat umum
(pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan
diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan
cara jelas dilarang memasukinya (pasal
551 KUHP).

Dalam dunia cybercrime merupakan
bentuk-bentuk kejahatan yang timbul
karena pemanfaatan teknologi internet.
Beberapa pendapat mengindentikkan
cybercrime dengan computer crime.

The U.S Department of Justice
memberikan pengertien computer crime
sebagai: “...any illegal act requiring
knowledge of computer technology for its
perpetration, investigation, or

prosecution”. Pengertian tersebut identik
dengan yang diberikan Organization of
European Cmmunity Development, yang
mendefinisikan computer crime sebagai :
“any illegal, unehtical or unauthorized
behavior relating to the automatic
processing and/or the transmission of
data”.

Kejahatan dunia maya (cyber crime) ini
muncul seiring dengan perkembangan
teknologi informasi yang begitu cepat.
Untuk lebih mendalam ada beberapa
pendapat di bawah ini tentang apa yang
dimaksud dengan cyber crime? Di
antaranya adalah Menurut Kepolisian
Ingris, Cyber crime adalah segala macam
penggunaan jaringan komputer untuk
tujuan  criminal  dan/atau  criminal
berteknologi tinggi dengan
menyalahgunakan kemudahan teknologi
digital. Indra Safitri mengemukakan
bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis
kejahatan yang  berkaitan  dengan
pemanfaatan sebuah teknologi informasi
tanpa batas serta memiliki karakteristik
yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan kepada
tingkat keamanan yang tinggi dan
kredibilitas dari sebuah informasi yang
disampaikan dan diakses oleh pelanggan
internet.

Hukum pada prinsipnya merupakan
pengaturan  terhadap sikap  tindak
(perilaku) seseorang dan masyarakat yang
terhadap pelanggarnya diberikan sanksi
oleh negara. Meskipun dunia cyber adalah
dunia virtual, hukum tetap diperlukan
untuk mengatur sikap tindak masyarakat,
setidaknya ada dua hal yakni: Pertama
masyarakat yang ada didunia maya adalah
masyarakat yang ada di dunia nyata,
masyarakat memiliki nilai dan
kepentingan baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama harus dilindungi.
Kedua, walaupun terjadi di dunia maya,
transaksi yang dilakukan oleh masyarakat
memiliki pengaruh dalam dunia nyata,
baik secara ekonomis maupun non
ekonomis.



Journal of Science and Social Research
August 2019, 11 (2): 39 — 46

ISSN 2615 — 4307 (Print)
ISSN 2615 — 3262 (Online)

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Pemanfaatan Teknologi Informasi
berperan penting dalam perdagangan dan
pertumbuhan  perekonomian  nasional
untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, bahwa pemerintah perlu
mendukung pengembangan Teknologi
Informasi  melalui infrastruktur hukum
dan pengaturannya sehingga pemanfaatan

Teknologi Informasi dilakukan secara
aman untuk mencegah
penyalahgunaannya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan

sosial budaya masyarakat Indonesia. Di
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE
disebutkan bahwa Pemerintah melindungi
kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan
Informasi  Elektronik dan  Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban
umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Asas dan tujuan undang-undang ini
adalah pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral
teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa
pengunaan teknologi informasi dan
Transaksi elektronik diharapkan dijamin
dengan kepastian hukum, memiliki
manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad
baik, dan adanya kebebasan memilih
teknologi dan netral. Dalam hal ini karena

kejahatan dalam cyber crime juga
meliputi tentang adanya suatu unsur
penipuan, unsur kriminalitas, unsur

terorism, unsur penyalah gunaan hak
cipta.

3. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi
Korban Tindak Pidana Kejahatan
Teknologi Informasi Dalam UU ITE
Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain  dan
perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain

perlindungan hukum adalah berbagai
upaya hukum yang harus diberikan oleh
aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan
berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum adalah perlindungan
akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Berkaitan dengan konsumen, berarti
hukum memberikan perlindungan
terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan
arti dari perlindungan, dalam hal ini
hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum,
terkait pula dengan adanya hak dan
kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki
oleh manusia sebagai subyek hukum
dalam interaksinya dengan sesama
manusia serta lingkungannya. Sebagai
subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk  melakukan  suatu
tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum
adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan
sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.
Menurut Muchsin, perlindungan hukum
merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

sanksi.  Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  yang diberikan  oleh
pemerintah  dengan  tujuan  untuk
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mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang- undangan dengan
maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu atau batasan-batasan  dalam
melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan
kepentingan manusia, agar kepentingan
manusia  terlindungi, hukum harus
dilaksanakan secara profesional.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung
normal, damai, dan tertib. Hukum yang
telah dilanggar harus ditegakkan melalui
penegakkan hukum. Penegakkan hukum
menghendaki kepastian hukum, kepastian
hukum merupakan perlindungan
yustisiable terhadap tindakan sewenang-
wenang.  Masyarakat  mengharapkan
adanya kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan
tertib, aman dan damai. Masyarakat
mengharapkan manfaat dalam
pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum
adalah untuk manusia maka pelaksanaan
hukum harus memberi manfaat, kegunaan
bagi masyarakat jangan sampai hukum
dilaksanakan menimbulkan keresahan di
dalam masyarakat. Masyarakat yang
mendapatkan perlakuan yang baik dan
benar akan mewujudkan keadaan yang
tata tentrem raharja. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban setiap
individu  dalam  kenyataan  yang
senyatanya, dengan perlindungan hukum
yang kokoh akan terwujud tujuan hukum
secara umum: ketertiban, keamanan,
ketentraman, kesejahteraan, kedamaian,
kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-
undang maupun hukum tidak tertulis,
dengan demikian, berisi aturan-aturan
yang bersifat umum yang menjadi

pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam hidup bermasyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan semacam itu dan

pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Dengan
demikian, kepastian hukum mengandung
dua pengertian, yaitu pertama, adanya
aturan  yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua,
berupa keamanan hukum bagi individu
dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum
itu individu dapat mengetahui apa saja
yang boleh dibebankan atau dilakukan
oleh Negara terhadap individu. Kepastian
hukum bukan hanya berupa pasal dalam
undang-undang, melainkan juga adanya
konsistensi dalam putusan hakim antara
putusan hakim yang satu dengan putusan
hakim yang lainnya untuk kasus serupa
yang telah diputuskan.

keunggulan teknologi berupa kecepatan
dan ketelitiannya dalam menyelesaikan
pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah
tenaga Kkerja, biaya serta memperkecil

kemungkinan  melakukan  kesalahan,
mengakibatkan ~ masyarakat ~ semakin
mengalami ketergantungan kepada

teknologi. Dampak negatif dapat timbul
apabila terjadi kesalahan yang
ditimbulkan oleh peralatan teknologi yang
akan mengakibatkan kerugian besar bagi
pemakai (user) atau pihak-pihak yang
berkepentingan. Kesalahan yang
disengaja mengarah kepada
penyalahgunaan teknologi.

Seseorang yang telah menjadi korban
tindak pidana kejahatan Teknologi
Informasi dalam UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE telah dijamin negara,
dimana negara menjamin keamanan dan
melindungi siapa saja warga negaranya
yang beraktifitas dalam dunia teknologi.
Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
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ITE dalam Pasal Pasal 27 menjelaskan
yaitu : (1) Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan. (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan perjudian. (3) Setiap Orang
dengan sengaja dan tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen  Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik. (4) Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau  mentransmisikan  dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

ditetapkan maka yang memberikan
kompensansi dan restitusi merupakan

pelaku kejahatan kepada korban yang
menjadi korban, dengan syarat  sudah

adanya  putusan  pengadilan  yang
mengikat, bahwa pelaku kejahatan
terbukti melakukan kesalahan

sebagaimana yang telah dilaporkan.
SIMPULAN

Internet atau interconnection networking
merupakan  media  penting  dalam
kehidupan sehari-hari dan memberikan
banyak manfaat khususnya informasi
lebih cepat dan mudah di dapatkan.
Manfaat  tersebut menjadikan internet
sebagai media yang menghubungkan
manusia di seluruh belahan dunia untuk
berinteraksi tanpa batas. Perkembangan
kemudahan  teknologi  digital atau
teknologi informasi dan komunikasi

menungkinkan ~ banyak  celah-celah
kejahatan yang sering dilakukan. Apalagi
kejahatan tersebut tidak terlihat kasat
mata yang Kkadang Kkita juga tidak
menyadarinya. Kejahatan yang seperti ini
seringkali menjadi ketertarikan tersendiri
oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab, apalagi seiring tidak
mengertinya penegak hukum dalam
memahami teknologi. Sehingga sistem
proteksi yang sangat lemah terhadap
kemajuan teknologi dan informasi sangat
membahayakan bagi semua pihak.
Apalagi jika kejahatan dalam dunia cyber
berbentuk korporasi maka akan lebih

berbahaya dan sangat sulit untuk
membuktikannya.
Pengaturan-pengaturan terkait dengan

hukum siber ini dibuat dalam bentuk
peraturan  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan terhadap korban dalam UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal
28 ayat 1 dalam Bab VII menyebutkan :
Perbuatan Terlarang berbunyi "Setiap
orang dengan sengaja, dan tanpa hak
menyebarkan  berita  bohong  dan
menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik." Dan Ketentuan pidana terkait
pelanggaran itu ada dalam pasal 45 ayat 2.
Bagi pihak yang melanggar bisa dipidana
dengan ancaman kurungan penjara paling
lama enam tahun dan atau denda paling
banyak Rp1 miliar.

Jika putusan pengadilan telah ditetapkan
maka yang memberikan kompensansi dan
restitusi merupakan pelaku kejahatan
kepada korban yang menjadi korban,
dengan syarat sudah adanya putusan
pengadilan yang mengikat, bahwa
pelaku kejahatan terbukti melakukan
kesalahan sebagaimana yang telah
dilaporkan.
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